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Primawibawa Rantjalobo (B11109103) Kajian Hukum Normatif 
Terhadap Tindak Pidana Dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil, dibimbing oleh Aswanto 
sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
terhadap tindak pidan dalam pemilihan umum kepala daerah gubernur 
sulawesi selatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, serta mencari 
tau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  tindak pidana dalam 
pemilihan umum kepala daerah gubernur sulawesi selatan yang dilakukan 
oleh pegawai negeri sipil. 
Penelitian ini dilakukan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum  kota 
Makassar dan Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan sumber 
data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan 
dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, 
menjelaskan, dan menggambarkan mengenai tindak pidana dalam 
pemilihan umum kepala daerah gubernur sulawesi selatan yang dilakukan 
oleh pegawai negeri sipil. 
Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan,  bahwa penerapan hukum 
terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sulawesi 
Selatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil yang terjadi di Kota 
Makasar dengan rekomendasi temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-
Mks/XII/2012, sudah tepat mengunakan Pasal 80 dan Pasal 116 point (1) 
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemilihan Kepala Daerah 
gubernur Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
salah satunya adalah aturan perundang-undangan yang diharapkan dapat 
menjadi instrumen hukum yang dapat ditakuti ternyata kurang 
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan tidak 
dapat  menjadi peringatan bagi orang lain khususnya PNS untuk tidak 
melanggar. Selain itu adanya beberapa aparat penegak hukum yang 
belum siap bersikap profesional dan berkomitmen dalam menerapkan 
aturan-aturan terkait tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 
 




Primawibawa Rantjalobo (B11109103) Normative Legal Studies 
Against Crime In South Sulawesi governor election Done By Civil 
Servants, guided by a mentor Aswanto I and II Amir Ilyas as mentors. 
This study aims to determine the application of the criminal law in 
the gubernatorial elections of regional heads south Sulawesi conducted by 
civil servants, as well as finding out the factors that influence the 
occurrence of crime in the general elections of regional heads south 
Sulawesi governor carried out by civil servants . 
The research was conducted at the General Election Supervisory 
Committee and the city of Makassar in Makassar Large City Police Station 
with primary and secondary data sources through interview techniques 
and literature by analyzing the data obtained qualitative juridical then 
presented descriptively is to describe, explain, and describe the follow- 
criminal in the elections of regional heads south Sulawesi governor 
performed by civil servants. 
Based on the analysis of data and facts that have been writers get, 
the authors conclude, that the application of criminal law against election 
of the Governor of South Sulawesi Regional undertaken by civil servants 
that occurred in the city of Makassar with recommendation No. Tmn-
09/Panwaslu-Mks findings / XII/2012, is appropriate use of Article 80 and 
Article 116 point (1) of Law No.. 32 of 2004 on Regional Government as 
amended by Law No.. 12 of 2008 on the Second Amendment Act No.. 32 
of 2004 on Regional Government. Then the factors that influence the 
occurrence of crime gubernatorial election of Regional Head of South 
Sulawesi conducted by the Civil Service one of which is the rule of law 
which is expected to be a legal instrument to be feared was less deterrent 
effect of the criminal and the election can not be a warning to others not to 
violate civil servants in particular. In addition to the presence of several law 
enforcement officers who are not ready to be a professional and 
committed in applying rules of election-related crimes committed by the 
Head of the Civil Service. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Reformasi pada bulan Mei 1998 membawa berbagai 
perubahan mendasar terhadap kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Momentum tersebut menuntut berbagai agenda yang 
harus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan 
bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan dibawah 
bayang-bayang kediktatoran rezim Orde baru. Salah satu dari 6 
agenda reformasi yang diusung ketika itu adalah amandemen 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui amandemen Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah meletakan dasar-dasar 
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakan 
kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui format 
politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan 
termasuk sistem penyelenggaran pemerintahan daerah dan juga 
sistem pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis guna 
menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan lebih 
demokratis pula. 
Berdasarkan Konstitusi tentang pemerintahan daerah di 
Indonesia di bagi atas daerah besar dan kecil serta bentuk susunan 
pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sistem 
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pemerintahan pada hakikatnya dibangun atas pembagian wilayah 
administratif dan wilayah otonom. Wilayah administratif, 
pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi. Adapun wilayah otonom adalah wilayah hukum dari 
masyarakat hukum tertentu yang memiliki hak dan wewenang 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Indonesia yang memiliki 
potensi wilayah yang sangat besar maka pembangunan sistem 
pemerintahan daerah pada daerah-daerah besar (provinsi), daerah 
kecil (kabupaten dan kota), masih melekat kekuasaan pemerintah 
pusat sebagai salah satu bentuk ikatan moral dan ikatan hukum 
sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam prespektif demokratis, pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah diharapkan mampu mendapatkan pemimpin 
yang lebih berkualitas dan sesuai dengan keinginan mayoritas 
rakyat serta merupakan harapan bagi masyarakat di daerah. 
Ada dua peran yang harus dimainkan oleh seorang Kepala 
Daerah, yakni pertama, ia harus berperan sebagai Kepala Daerah 
otonom, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurusi 
rumah tangganya sendiri. Kemudian peran kedua, Kepala Daerah 
khususnya untuk daerah provinsi, ia harus berperan selaku wakil 
pemerintah pusat di daerah, yang bertugas dan memiliki wewenang 
untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota. 
Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, 
Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung, menawarkan sejumlah 
manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan,pendalaman dan 
perluasan demokrasi lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung 
melalui Pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi 
yang lebih luas bagi warga dalam peroses demokrasi dan 
menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan 
sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakan kuasa 
untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di 
DPRD.Kedua dari sisi kompetisi politik, Pemilukada langsung 
memungkinkan munculnya secara lebih luas preferensi kandidat-
kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing 
kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka 
dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi 
perwakilan. Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi 
peluang bagi warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya 
secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-
kepentingan elit politik seperti yang kasat mata muncul dal sistem 
demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui demokrasi langsung, 
warga di daerah akan mendapatkan kesempatan untuk 
memperoleh semacam pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan 
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politik dan sekaligus mempunyai posisis yang setara untuk terlibat 
dalam pengambilan keputusan politik. Keempat, Pemilukada 
langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur 
pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui 
Pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih 
berorientasi pada warga dibandingkan pada elit di DPRD. Kelima, 
Kepala Daerah yang terpilih melalui Pemilukada langsung akan 
memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun 
pertimbangan kekuatan di daerah antara Kepala Daerah dengan 
DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi 
penyalahgunaan kekuasaaan. Dengan demikian, Pemilukada 
memiliki sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas 
tanggung jawab pemerintah daerah pada warga yang pada 
akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. 
Namun yang utama Pemilihan Kepala Daerah  langsung 
diharapkan dapat mendesentralisasikan kekuasaan dan secara 
otomatis akan menstimulasi berkembangnya proses demokratisasi 
di daerah tanpa perlu melibatkan peran langsung pegawai negeri 
sipil untuk ikut serta mendukung salah satu calon Kepala Daerah 
karena dapat berakibat pada tidak netralnya pegawai negeri sipil 
tersebut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. 
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Telah banyak fenomena berkembang terkait Pemilihan 
umum kepala daerah secara langsung, dapat kita lihat dari 
pemberitaan beberapa media masa, dimana beberapa daerah yang 
telah melaksanakan pesta demokrasi tersebut ternyata berdampak 
pada tidak stabilnya kondisi masyarakat baik hubungan sesama 
keluarga juga hubungan teman serta berdampak pada kondisi 
pemerintahan yang tidak berjalan dengan optimal dan efektif, hal ini 
di karenakan adanya beberapa pegawai negeri sipil yang ikut serta 
terlibat dalam peroses politik tersebut, padahal jika berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, pegawai negeri sipil harus bersikap netral 
atau tidak berpihak dikarenakan dampaknya yang begitu besar dan 
selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004tentang 
pemerintahan daerah ditegaskan adanya larangan bagi pegawai 
negeri sipil untuk terlibat dalam peroses politik seperti halnya 
Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun dalam kenyataannya 
ketentuan tersebut dilanggar hal ini di sebabkan karena adanya 
motivasi untuk mengejar jabatan apabila calon yang didukung 
terpilih sebagai Kepala Daerah, maka mereka akan mendapatkan 
jabatan dalam pemerintahan. 
Walau pun dalam Undang-Undang telah dijelaskan larangan 
beserta sanksi pidana terkait keterlibatan pegawai negeri sipil 
dalam pemilihan kepala daerah namun dalam kenyataannya masih 
banyak juga pegawai negeri sipil yang ikut terlibat, bahkan tanpa 
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takut ikut terjun langsung dalam rangkaian pemilihan kepala 
daerah, menurut penulis hal ini dikarenaan aturan-aturan yang 
memiliki ancaman pidana tidak lagi menjadi senjata yang dapat 
menakut-nakuti beberapa pegawai negeri sipil sebab penerapan 
sanksi bagi pegawai negeri sipil tersebut tidak berjalan optimal, 
buktinya masih banyak pegawai negeri sipil yang seharusnya 
dikenakan sanksi pidana masih saja berkeliaran dengan santai 
didalam instansinya. Padahal sikap tidak netral yang dilakukan oleh 
pegawai negeri sipil ini sangat mencederai perjalanan demokrasi 
suatu bangsa khususnya daerah yang sedang melaksanakan  
pemilihan Kepala Daerah, oleh sebab itu hal ini memperlihatkan 
bahwa pegawai negeri sipil menjadi salah satu objek yang sangat 
berpotensi melakukan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah.   
Independensi pegawai negeri sipil memang sangat 
dibutuhkan dalam pemilihan Kepala Daerah, sehingga harus 
diperhatikan bahwa kadang kala pegawai negeri sipil terbawa arus 
politik dengan terpaksa maupun tidak terpaksa untuk memihak 
pada salah satu pihak. Ketidak netralan pegawai negeri sipil ini pun 
juga terlihat ketika ada salah satu calon Kepala daerah yang 
berasal dari keluarganya, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai 
yang harusnya tetap dipegang teguh sehingga tidak mengherankan 
jika ada beberapa peroses politik dalam hal Pemilihan Umum 
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Kepala Daerah dicederai oleh karena keterlibatan langsung 
pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah. 
Ketentuan tentang dilarangnya atau tidak diperbolehkannya 
pegawai negeri sipil untuk ikut serta secara langsung dalam 
pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Pasal 79-80 yang berbunyi :1 
Pasal 79 
1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan : 
a. Hakim pada semua peradilan 
b. Pejabat BUMN / BUMD 
c. Pejabat dan fungsional dalam jabatan negara 
d. Kepala desa 
2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan 
kampanye harus memenuhi ketentuan : 
a. Tidak mengunakan fasilitas yang terkait 
dengan jabatannya. 
b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara. 
c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan 
memperhatikan keberlangsungan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri 
sipil, anggota tentara nasional indonesia, dan anggota 
kepolisian negara republik indonesia sebagai peserta 
kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Pasal 80 
Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam 
jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat 
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye. 
                                                             
1
www.kpu.go.id/.../UU_32_2004, diakses tanggal 4 Februari 2013, pukul 12.36 
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Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 79 dan 80 bahwa 
pegawai negeri tidak diperbolehkan terlibat dalam pemilihan Kepala 
Daerah, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang kepegawaian dalam pasal 3 berbunyi :2 
Pasal 3 
1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan. 
2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari 
pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak 
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
3) Untuk menjamin netralitas pegawai negeri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri 
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai 
politik. 
 
Walaupun dalam ketentuan perundang-undangan telah 
ditegaskan bahwa pegawai negeri sipil tidak diperkenankan telibat 
dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung, akan tetapi 
beberapa daerah yang telah melaksanakan peroses pemilihan 
Kepala Daerah banyak kita lihat dan jumpai pegawai negeri sipil 
baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ikut 
langsung ambil bagian dalam peroses pemilihan Kepala Daerah. 
                                                             
2
www.dikti.go.id/files/atur/.../UU43-1999, diakses tanggal 4 februari 2013, pukul 12.50 
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Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 
tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Kajian Hukum 
Normatif Terhadap Tindak Pidana Dalam Pilkada Gubernur 
Sulawesi Selatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil “ . 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam 
penulisan skripsi ini adalah :  
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam 
pemilihan Kepala Daerah gubernur Sulawesi Selatan yang 
dilakukan oleh pagawai negeri sipil ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak 
pidana dalam pemilihan Kepala Daerah gubernur Sulawesi 
Selatan yang dilakukan  oleh pegawai negeri sipil ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
dalam pemilihan Kepala Daerah gubernur Sulawesi selatan 
yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya tindak pidana dalam pemilihan Kepala Daerah 
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gubernur Sulawesi selatan yang dilakukan oleh pegawai 
negeri sipil. 
Sedangkan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum 
pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil 
program Hukum Pidana pada khususnya. 
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan bagi pegawai negeri 
sipil serta pihak terkait seperti Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu) Kota Makassar dan Kepolisian Kota 
Makassar. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap 
persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan 











Agar dapat memahami secara mendalam tentang sejauh 
manaketerlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala 
Daerah yang mengakibatkan pegawai negeri sipil menjadi salah 
satu unsur yang berpotensi menjadi pelaku dalam tindak pidana 
pelanggaran pemilihan Kepala Daerah, maka seyogyanya kita 
mendalami dulu tentang pengertian independensi pegawai negeri 
sipil terkait dengan pemilihan Kepala Daerah sehingga 
mengakibatkan pelanggaran pidana pemilihan Kepala Daerah yang 
dilakukan oleh pegawai negeri sipil. 
 
1. Independen 
Dalam kamus bahasa indonesia dijelaskan bahwa 
pengertian atau makna dari independen adalah merdeka,berdiri 
sendiri.3 Juga kata independen ini pula dapat diartikan sebagai 
suatu bentuk sikap netral yang tidak memperlihatkan suatu upaya 
untuk memihak atau mendukung sesuatu. 
                                                             
3
Budi Kurniawan, Kamus Bahasa Indonesia, Diterbitkan Oleh Jawara Surabaya, hlm 117 
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Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa 
independen adalah sikap pegawai negeri sipil untuk tidak terlibat 
dalam peroses politik pemilihan Kepala Daerah. 
 
2. Pegawai Negeri Sipil 
Sebelum terlalu jauh menjelaskan pengertian pegawai 
negeri sipil dalam konteks hukum maka penulis terlebih dahulu 
menjelaskan pengertian pegawai negeri sipil menurut kamus 
bahasa indonesia, menurut kamus bahasa indonesia pegawai 
berarti orang yang bekerja pada pemerintahan, negeri berarti 
nagara atau pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa 
pegawai negeri adalah orang yang bekerja kepada pemerintahan 
atau negara. 
Selanjutnya pengertian pegawai negeri menurut Undang-
Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Pasal 1 huruf (a) berbunyi demikian :4 
Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat berwenang 
dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau 
diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 
sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
                                                             
4
Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) Edisi Lengkap, Dicetak Oleh Fokusmedia, Cetakan ke-1, Jakarta, April 2007, 
hlm 37. 
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Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
dalam Pasal 1 ayat (1)  memuat pengertian pegawai negeri  
berbunyi demikian :5 
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Selain itu pengertian pegawai negeri juga dikemukakan oleh 
Kranenburg, yang memberikan pengertian bahwa pegawai negeri 
adalah:6 
Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak 
termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan 
mewakili seperti anggota Perlement, Presiden dan 
sebagainya. 
 
Lalu ada juga pengertian pegawai negeri yang dikemukakan 
oleh Logemann dengan mengunakan kriteria yang bersifat materil 
dan mencermati hubungan antara negara dengan pegawai negeri 
dan memberikan pengertian sebagai berikut:7 
Pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai 
hubungan dinas dengan negara. 
 
                                                             
5
Ibid, hlm 3 
6
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, 
Dicetak Oleh Sinar Grafika Ofiset, Cetakan ke-2, Jakarta, Maret 2010, hlm 31  
7
Ibid, hlm 31 
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Kemudian oleh Mafud M.D, pengertian pegawai negeri 
dibagi kedalam dua pengertian, yaitu pengertian stipulatif dan 
pengertian ekstensif :8 
1) Pengertian Stipulatif 
Pengertian yang bersifat stipulatif, penetapan tentang 
makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang 
pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 
Pengertian yang terdapat dlam Pasal 1 angka 1 berkaitan 
dengan hubungan pegawai negeri dengan Hukum 
administrasi, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan 
dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, 
atau mengenal kedudukan pegawi negeri. Pengertian 
stipulatif tersebutb selengkapnya berbunyi demikian : 
Pasal 1 angka 1: pegawai negeri adalah setiap warga 
negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 3 ayat (1) : Pegawai negeri berkedudukan sebagai 
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, 
adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan. 
 
2) Pengertian Ekstensif. 
Pengertian ekstensif tersebut terdapat pada : 
a) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP 
mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal 
tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan 
adalah yang melakukan kejahatan yang berkenan 
dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu 
jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, 
orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum 
tentu pegawai negeri menurut pengertian stipulatif 
apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya 
sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan 
diperlakukan sama dengan pegawai negeri, khusus 
untuk kejahataan yang dilakukannya. 
                                                             
8
Ibid, hlm 32 
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b) Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan 
status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah 
dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP. Dimana 
diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti pegawai 
negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam 
pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum 
dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat 
menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah 
serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian 
pegawai negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi 
pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada 
orang-orang yang melakukan kejahatan atau 
pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang 
disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak 
termasuk alam Hukum kepegawaian. 
c) Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
d) Ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 
1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri 
dalam usaha swasta. 
 
Badasarkan pendapat para pakar dan meninjau kembali 
terhadap Undang-Undang yang terkait tentang pengertian pegawai 
negeri sipil maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang disebut 
sebagai pegawai negeri harus memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) yang 
tertulis sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia. 
b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan 
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. 
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c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 
kejahatan. 
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai 
pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagai pegawai swasta. 
e. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri. 
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan 
keterampilan yang diperlukan. 
g. Berkelakuan baik. 
h. Sehat jasmani dan rohani. 
i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh 
pemerintah. 
j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 
1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, 
memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 
Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, 
baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun 
tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam 
jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan 
dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti 
jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta 
kepanitraan, sedangkan tugas negara lainnya adalah 
jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 
4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi 
kerja pegawa negeri yang bersangkutan. Sebagai 
imbalanjasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah 
mengabdikan dirinya untuk melaksanakansebagian tugas 
pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu 
diberikan gaji yang layak bagi pegawai negeri. 
Berikutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 43 
Tahun 1999pegawai negeri dibagi menjadi tiga bagian : 
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1) Pegawai Negeri Sipil. 
2) Angota Tentara Nasional Indonesia 
3) Angota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tidak 
menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-
masing bagiannya, namun disini dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil, hal 
ini dikarenakan kekhususan dari kedua lembaga selain pegawai 
negeri sipil ini sehingga pengaturannya bersifat khusus pula mulai 
dari pengaturan tentang pengangkatan, penggajian dan 
sebagainya, sehingga kedua lembaga ini memiliki peraturan 
perundang-undangannya sendiri. 
Lebih lanjut, bedasarkan penjabaran di atas, pegawai negeri 
sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan 
aparatur negara. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 
Pasal 2 ayat (2) pegawai negeri sipil dibagi menjadi : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
Yang dimasud pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai 
negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Angaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan bekerja pada 
depertemen, lembaga pemerintahan non departemen, 
untuk dipekerjakan kesekretariatan lembaga negara, 
instansi vertikal di daerah provinsi, kabupaten dan kota, 
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kepanitraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk 
menyelenggarakan tugas negara lainnya. 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Yang dimaksud pegawai negeri sipil daerah adalah 
pegawai negerisipil daerah provinsi, kabupaten dan kota 
yang gajinya dibebankan pada Angaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, 
atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 
Berdasarkan definisi tentang pegawai negeri sipil pusat dan 
pegawai negeri sipil daerah maka nampak jelas perbedaan yang 
didasarkan pada pengangkatan dan sumber penggajian. Pegawai 
negeri sipil pusat diangkat oleh pemerintah pusata dan gajinya 
dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
sedangkan pegawai negeri sipil daerah diangkat oleh pemerintah 
daerah dan gajinya dibebankan pada Angaran Pendapatan dan 




Sebelum melangkah lebih jauh penulis menganjurkankiranya 
kita memahami terlebih dahulu arti kata dari demokrasi, dalam 
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kamus bahasa indonesia9 demokrasi memiliki arti pemerintahan 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa 
pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah pemilihan yang 
nantinya melahirkan seorang Kepala Daerah yang dipilih dari rakyat 
dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Sehingga roda pergerakan 
pemerintahan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintahan 
daerah seutuhnya dapat menjawab harapan masyarakat daerah. 
 
4. Pemilihan Kepala daerah  
Hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah 
dituangkan dalam Undang-Undang Dasara 1945 Pasal 18 ayat (4) 
yang berbunyi demikian :10 
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis 
 
Lebih lanjuta rapat panitia Ad Hoc I dalam sidang tahunan 
2000 yang membahasa amandemen Pasal 18 UUD 1945, 
menguraikan pemikiran yang melatar belakangi dicantumkannya 
kata “dipilih secara demokratis” . Fraksi PPP dengan 
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tegasmenyebutkan arti penting dari pilkada langsung, antara lain 
berbunyi sebagai berikut :11 
Gubernur, Bupati dan Walikota dipilh secara langsung oleh 
rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini 
sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga 
dipilih secara langsung 
Karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada 
pemerintahan daerah pun Gubernur, Bupati dan Walikota itu 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan Undang-Undang 
nanti akan terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah 
itu sendiri. 
 
Kemudian pemahaman tentang pemilihan Kepala daerah 
juga datang dari PP No 6 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) (Arkanudin 
2010)  yang menjelaskan pengertian tersebut seperti demikian :12 
Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
diwilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 
 
Dalam melakukan pemilihan pejabat pemerintah dalam hal 
ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi 
oleh sistem politik yang dianut, sistem pemilu, kondisi politik 
masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur, dan mekanisme 
politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan 
pemilahan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi 
politik masyarakat, apakah itu melalui lembaga perwakilan rakyat 
atau rakyat sendiri yang langsung memilih pemimpinnya sendiri. 
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Dengan demikian kondisi politik di Indonesia terkait 
Pemilihan  atau perekrutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah pun mulai berjalan demokratis semenjak diberlakukannya 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004, masyarakat telah dapat 
menikmati Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 
secara langsung. 
 
5. Tindak Pidana 
Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan 
istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebaga 
tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi 
tidak ada penjelasan resmi menganai apa yang dimaksud strafbaar 
feit, oleh karena itu para pakar hukum berusaha menafsirkan arti 
dan isi dari istilah tersebut. Namun selain penyebutan tindak 
pidana, kata peristiwa pidana juga digunaka kerap kali digunakan 
oleh beberapa ahli hukum seperti Mr. R. Tresna, Mr. Drs. H.J. van 
Schravendijk, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dan lain-lain. 
Tindak pidana menurut Pompe (Lamintang, 1990:174)13 
merumuskan bahwa suatu strafbaar feitsebenarnya adalah sebuah 
tindakan yang menurut suatu aturan perundang-undangan telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.  
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Walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi 
definisi yang tepat perihal peristiwa pidana atau tindak pidana, 
namun R. Tresna menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa14 
Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 
 
Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah15 
kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan 
Kemudian menurut Moeljatno dengan mennyampurnakan 
pendapat dari Van Hamel yang menggunakan istilah perbuatan 
pidana, memberi makna perbuatan pidana adalah16 “perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut”. 
Selain itu pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana 
juga datang dari J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana 
ialah17 perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Dari penjabaran diatas dari beberapa pakar terkait 
pengertian tindak pidana maka penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa tindak pidana adaalh suatu perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh orang, kelompok atau korporasi yang terhadap 
perbuatan itu telah disediakan ancaman hukumannya dalam 
undang-undang. 
 
6. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah  
Ada beberapa pengertian dari tindak pidana pemilihan 
umum yang berkaitan dengan tindak Pidana Pemilihan Umum 
Kapala Daerahsalah satunya adalah pengertian dari (Kanytakahfi 
2009) yang berbunyi demikian : 18 
Yang dimaksud dengan tindak pidana pilkada adalah 
serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam 
perundang undangan yang mengatur tentang pilkada. 
 
Hampir sama dengan penjabaran diatas, pengertian tentang 
tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah jga di jabarkan oleh 
(syaroh 2011) dalam blognya yang tertulis demikian :19 
Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak 
pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang 
mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan 
tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam 
dengan sanksi pidana. 
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Tanggal 7 Januari 2013, Pukul 14.08. 
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Selain itu pengertian tindak Pidana Pemilu juga datang dari  
Djoko prakoso yang memberikan definisi sendiri mengenai tindak 
Pidana pemilu dengan menyatakan demikian :20 
Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang 
dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, 
menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan 
umum yang di selenggarakan menurut Undang-Undang. 
 
Lalu pengertian tindak Pidana Pemilu juga dijabarkan 
dengan singkat oleh Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul 
Tindak Pidana Pemilu, yang ber bunyi demikian :21 
Tindak Pidana Pemilu yakni Tindak Pidana yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-
Undang Pemilu, termasuk juga dalam Undang-Undang 
tindak Pidana Pemilu. 
 
Dari penjabaran tentang pengertian Tindak Pidana 
Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dijelaskan dari beberapa 
sumber diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak 
Pidana pemilu Kepala Daerah, adalah tindak Pidana melawan 
Hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan Perundang-
undangan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak 
sengaja mulai dari proses persiapan sampai berakhirnya 
rangkainan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Tindak Pidana 
Pemilihan Umum Kepala Daerah ini dapat dilakukan oleh siapa 
saja. 
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B. Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Politik Pegawai Negeri Sipil 
Tentang kedudukan Hukum Pegawai negeri sipil dalm hal 
berpolitik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
mengenai pegawai negeri, hak-hak politik dan kedudukan hukum 
pegawai negeri sipil sengaja diatur dalam suatu perundang-
undangan hal ini dikarenakan agar pegawai negeri sebagai salah 
satu perangkat penting dalam peroses berjalannya roda 
pemerintahan diberi batasan-batasan dalam menjalankan hak-hak 
politiknya, oleh sebab itu upaya untuk melakukan pembatasan-
pembatasan politik pegawai negeri sipil ini dituangkan dalam 
bentuk Undang-Undang agar tidak berdampak pada jalannya roda 
pemerintahan. 
 
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang no. 8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan kedudukan Hukum dan 
batasan-batasan hak berpolitik pegawai negeri sipil yang berbunyi 
demikian.22 
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27 
Ayat (1) “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur 
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata 
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 
pembangunan”. 
Ayat (2) “Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari 
pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. 
Ayat (3) “untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri 
sebagaimna dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang 
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
Jadi karena unsur pegawai negeri sipil sebagai aparatur 
negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
maka pegawai negeri sipil harus bersikap netral dan bebas dari 
pengaruh partai politik dan golongan lainnya, sehingga untuk 
menjamin kenetralitasan pegawai negeri sipil selaku aparatur 
negara yang tidak diperbolehkan untuk berbuat diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan bagi masyarakat, maka Pasal 3 ayat (3) UU 
No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pegawai negeri sipil 




2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan 
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik  
Namun klausul yang mengatur tentang larangan pegawai 
negeri sipil menjadi angota partai politik ini, masih stengah-stengah, 
seperti dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 
2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Angota 
Partai Politik, menyebutkan bahwa.23 
Ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi angota 
dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai 
Negeri Sipil”. 
Selain itu dalam redaksi kata Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(2)Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004, berbunyi demikian.24 
Ayat (1) “Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota 
dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai 
Pegawai Negeri Sipi.” 
Ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.” 
Aturan ini seperti memperlihatkan bahwa pegawai negeri 
sipil ini dapat dengan mudah bergabung menjadi angota partai 
politik dengan cara mengundurkan diri sebagai pegawai negeri 
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sipil, lalu mengundurkan diri yang dimaksud dalam aturan tersebut 
adalah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. 
Selain itu hak-hak berpolitik pegawai negeri sipil dalam hal 
keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan 
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai tim sukses atau 
pun sebagai juru kampanye tidak diperbolehkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan dengan 
pertimbangan bahwa ia akan memanfaatkan fasilitas negara untuk 
kepentingannya, kecuali jika yang bersangkutan bersedia 
menanggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil kemudian 
terlibat dalam pemilihan Kepala Daerah, maka hal tersebut tidak 
menjadi persoalan dan dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah 
saja. 
 
3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
Selain diatur dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 dan 
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 peraturan tentang kewajiban 
dan larangan pegawai negeri sipil pun. Diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi 
demikian :25 
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Pasal 2 : 
Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib : 
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, 
Negara dan Pemerintah; 
b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu 
yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan 
golongan, diri sendiri, atau pihak lain; 
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah 
dan pegawai negeri sipil; 
d. Mengangkat dan menaati sumpah/ janji pegawai negeri sipil dan 
sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
e. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan 
sebaik-baiknya; 
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan 
pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas 
kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk 
kepentingan negara ; 
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i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, 
persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil; 
j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada 
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/ 
pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan 
materiil; 
k. Menaati ketentuan jam kerja; 
l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 
dengan sebaik-baiknya; 
n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 
masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; 
o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap 
bawahannya; 
p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; 
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik 
terhadap bawahannya; 
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; 
s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 
mengembangkan kariernya; 
t. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
perpajakan; 
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u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku 
sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai negeri 
sipil dan terhadap atasan; 
v. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang 
memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
yang berlainan; 
w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam 
masyarakat; 
x. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang berlaku; 
y. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; 
z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya 
setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. 
Pasal 3 : 
(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang : 
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan 
kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau 
pegawai negeri sipil; 
b. Menyalahgunakan wewenangnya; 
c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja 
untuk negara asing; 
d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-
surat berharga milik negara; 
33 
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, 
dokumen, atau surat-surat berharga milik negara 
secara tidak sah; 
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman, 
sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di 
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara; 
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan 
maksud membalas dendam terhadap bawahannya 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya; 
h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa 
apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut 
diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau 
mungkin bersangkutan dengan jabatan atau 
pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan; 
i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan 
kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, 
kecuali untuk kepentingan jabatan; 
j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
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k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak 
melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat 
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi 
pihak yang dilayani; 
l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia 
negara yang diketahui karena kedudukan jabatan 
untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; 
n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha 
atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau 
pesanan dari kantor/ instansi pemerintah; 
o. Memiliki saham/ modal dalam perusahaan yang 
kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup 
kekuasaannya; 
p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan 
usahanya tidak berada dalam ruang lingkup 
kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu 
sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham 
tersebut dapat langsung atau tidak langsung 
menentukan penyelenggaraan atau jalannya 
perusahaan; 
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q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, 
maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau 
komisaris perusahaan swasta yang berpangkat 
pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang 
memangku jabatan eselon I; 
r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun 
juga dalam melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.          
(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat penata tingkat I golongan 
ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan 
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf q wajib mendapat 
izin tertulis dari pejabat yang berwenang.  
 
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil  
Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 juga menegaskan larangan-larangan terkait hal-hal tentang 
keikut sertaan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah. 
Tak bisa dipungiri keikut sertaan pegawai negeri sipil dalam 
pemilihan kepala daerah sangat berbahaya bukan saja berbahaya 
buat kelancaran peroses pemilihan kepala daerah tetapi juga 
sangat berbahaya buat keberlangsungan roda pemerintahan, 
36 
sehingga hal seperti ini mengakibatkan banyaknya peraturan yang 
mengatur dan melarang keterlibatan pegawai negeri sipil dalam 
pemilihan kepala daerah, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 
53 Tahun 2010 yang berbunyi demikian :26 
 
Pasal 4  
Setiap PNS dilarang: 
1) menyalahgunakan wewenang;   
2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan 
kewenangan orang lain;  
3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja 
untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi 
internasional;  
4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya masyarakat asing;  
5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara secara tidak sah;  
6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman 
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di 
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luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;  
7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu 
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 
dalam jabatan;  
8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan 
dan/atau pekerjaannya;  
9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit 
salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi yang dilayani;  
11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  
12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
cara:   
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 
atribut partai atau atribut PNS;  
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c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 
PNS lain; dan/atau  
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 
fasilitas negara;  
13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden dengan cara:    
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/atau  
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat;  
14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 
dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau 
Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan 
perundang- undangan; 
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15) memberikan dukungan kepada calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:  
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung 
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;   
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan 
dalam kegiatan kampanye;   
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon selama masa kampanye; dan/atau    
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 
Yang menjadi sorotan kita disini menurut penulis adalah 
Pasal 4 ayat 15 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang 
menjabarkan larangan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam 
pemilihan kepala daerah.  
Menurut Pasal 12 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 pelanggaran pada Pasal 4 ayat (15) huruf a dan 
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ddapat dikenakan hukum disiplin sedang kemudian menurut Pasal 
13 ayat (13) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pelanggaran 
Pada pasal 4 ayat (15) huruf b dan c dapat dikenakan hukum 
disiplin berat, berikut bunyi pelanggaran tersebut:27 
Pasal 12 
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap 
larangan:   
 ayat (9) 
memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan 
kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah 
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan 
huruf d.   
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Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 
Ayat (13) 
memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang 
terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau 
membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.   
 
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya 
dari dua sudut pandang yakni dari pandangan teoritis atau dari 
pandangan para ahli dan dari pandangan undang-undang. 
Dari pandangan para teoritis atau para ahli penulis membangi 
pandang tersebut menjadi dua, pertama pandangan para ahli yang 
menganut paham dualisme dan paham monisme. 
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1. Unsur-UnsurTindak Pidana Oleh Para Ahli 
A. Penganut paham dualisme: 
Menurut Moeljanto Unsur tindak pidan adalah:28 
a) Perbuatan. 
b) Yang dilarang oleh aturan hukum 
c) Ancaman pidana bagi yang melanggar 
 Kemudian dari rumusan R. Tresna mengenai unsur-unsur 
tindak pidana tidak beda jauh dari penjabaran diatas, unsur-unsur 
pidana yaitu:29 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia. 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur tindak pidana dari 
penganut paham dualisme diatas hampir tidak ada perbedaan, 
yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang 
dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi 
siapapun yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau 
dipidananya pembuat, tetapi semata-mata hanya perbuatannya. 
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Adami Chazami, Op.cit., hlm. 79 
29
Ibid, hlm. 80 
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B. Penganut Paham Monisme 
Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci 
sebagai berikut:30 
a) Perbuatan (yang) 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d) Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu Schravendijk ia menjabarkan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:31 
a) Kelakuan (orang yang) 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c) Diancam dengan hukuman 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) 
e) Dipersalahkan/kesalahan 
Walau pun rincian unsur-unsur tindak pidana oleh 
penganut paham monisme diatas nampak berbeda-beda tapi 
pada hakikatnya ada persamaan yaitu tidak memisahkan atara 
unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai diri 
orang yang berbuat atau melakukannya. 
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Ibid, hlm. 81. 
31
Ibid, hlm. 81. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam KUHP 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan terkait tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan 
Buku III memuat tentang pelanggaran. Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali 
juga tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan 
bertanggung jawab, disamping itu banyak mencantumkan 
unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan sacara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
maka dapat diketahui ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, 
yaitu:32 
a) Unsur tingkah laku 
b) Unsur melawan hukum 
c) Unsur kesalahan 
d) Unsur akibat konstitutif 
e) Unsur keadaan yang menyertai 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut 
pidana 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i) Unsur objek hukum tindak pidana 
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Ibid, hlm. 82. 
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j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 
D. Kedudukan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah 
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil 
 
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir 
Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah 
Dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 32 
tahun 2004 menjeleaskan larangan keterlibatan unsur aparatur 
negara diantaranya adalah pegawai negeri sipil baik dalam jabatan 
struktural maupun fungsional yang berbunyi demikian :33 
Ayat (1) 
Dalam kampanye, dilarang melibatkan:   
a. hakim pada semua peradilan. 
b. pejabat BUMN/BUMD. 
c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera.  
d. kepala desa. 
 
Ayat (4) 
Pasangan calon  dilarang  melibatkan   pegawai   negeri 
sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta 
kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah.  
 
                                                             
33
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf, 
Diakses Tanggal 7 Februari 2013, Pukul 23.15. 
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Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik langsung maupun tidak 
langsung tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan keterlibatan 
pegawai negeri sipil dapat menggangu peroses demokrasi, 
keberpihakan pegawai negeri sipil sebagai apatatur negara yang 
melayani masyarakat tanpa diskriminatif sangat membahayakan 
kondisi politik suatu daerah tempat dimana pemilihan tersebut 
sedang berjalan. Mengingat keberpihakan pegawai negeri sipil 
dapat mengganggu stabilitas roda pemerintahan, oleh karena itu 
pegawai negeri sipil dianggap menjadi salah satu komponen yang 
berpotensi melakukan tindak pidana pemilihan Kepala daerah. 
Sehingga dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan demikian :34 
Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam 
jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat 
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikah salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye.  
 
Pasal 80 diatas merujuk pada sanksi pidana Pilkadayang 
tertuang dalam pasal 116 ayat (4), yang berbunyi demikian:35 
Setiap pejabat negara,pejabat struktural dan fungsional 
dalam jabatan negeri dan kepala desa yang sengaja 
melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 
80 diancam dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
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http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf, 




pasal-salah-rujuk, Diakses Tanggal 18 Februari 2013, Pukul 11.02 
47 
bulanatau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 





Kemudian dalam KUHP juga menjelaskan tentang beberapa 
aturan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemilihan 
Kepala Daerah yaitu dalam Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152 
tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak 
Kenegaraan, menurut penulis kelima Pasal ini dapat dilakukan oleh 
siapa saja sehingga pegawai negeri sipil menjadi salah satu pihak 
yang berpotensi dapat melakukan kejahatan dalam Pasal-Pasal 
tersebut. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal-Pasal tersebuta 
yakni :36 
Pasal 148 
Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai 
hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 
Pasal 149 
1) Barangsiapa pada waktu pemilihan berdasarkan aturan-
aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak 
                                                             
36
R.Soenarto Soerodibroto, KUHP DAN KUHAP Dilengkapai Yurispudensi Mahkama 
Agung Dan Hoge Raad, Dicetak Di Raja Grafindo Perseda, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2005, 
hlm.93-94. 
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pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang 
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang 
dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. 
Pasal 150 
Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga 
suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau 
menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh 
pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan. 
Pasal 151 
Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain 
untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan 
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan. 
Pasal 152 
Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan 
aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan 
pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu 
muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu 
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lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu 
pemungutan suara yang masuk secara sah atau 
berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, 
























A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna 
menunjang pengumpulan data adalah di Kota Makassar dengan 
sasaran penelitian : 
1. Panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) 
kota Makassar. 
2. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) 
Makassar. 
Alasan penulis memilih ketiga lembaga tersebut karenan 
ketiga lembaga tersebut berwenang dan berkompeten 
menyelenggarakan dan mengawasi peroses pemilihan Kepala 
Daerah apa bila ada oknum yang melakukan pelanggaran 
termasuk pelanggaran pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai 
negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu 
yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian kebenaran karya 
ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data 
berupa : 
1) Penelitian pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara 
membaca berbagai buku, majalah, koran, artikel, jurnal ilmiah, 
dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi 
pembahasan. 
2) Penelitian lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal 
ini melakukan teknik interview (wawancara) yakni peneliti 
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 
terkait guna memperoleh data yang akurat terkait dengan materi 
pembahasan. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasaalahan dantujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data 
: 
1) Data primer 
Data perimer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak terkait sehubung dengan penulisan 
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skripsi seperti Panwaslu Kota Makassar, KPU Kota Makassar 
dan Polrestabes Makassar. 
2) Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi. 
 
D. Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang 
telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) 
yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang 
dikenal dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara 
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata 
mengenai tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh pegawai 
negeri sipil. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi 
kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah  
dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang 
bersifat deskriptif. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sitematika 
penulisan sebagai berikut : 
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1) BAB I : berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan 
tujuan dan kegunaan. 
2) BAB II : berisi tijauan pustaka yang berguna menunjang dan 
mendukung penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka tersebut 
terdiri dari: pengertian independensi, pengertian pegawai negeri 
sipil, pengertian demokrasi, pengertian pemilihan kepala 
daerah, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana 
pemilihan kepala daerah, kedudukan hukum dan hak-hak politik 
pegawai negeri sipil, unsur-unsur tindak pidana,  dan 
kedudukan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah yang 
dilakukan oleh pegawai negeri sipil. 
3) BAB III : berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi 
penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, 
analisis data, sistematika penulisan dan waktu penelitian. 
4) BAB IV : berisi hasil penelitian dan pembahasana dimana dalam 
bab ini ditemukan data bahwa masih adanya keterlibatan secara 
langsung oleh pegawai negeri sipil yang menguntungkan atau 
pun merugikan salah satu, atau lebih calon dalam pemilihan 
kepala daerah, Walau pun dalam aturan telah ditegaskan 
larangan dan sanksi pidana bagi pegawai negeri sipil yang 
terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah. 
5) BAB V : berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari 
garis-garis besar pokok pembahasan. 
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F. Waktu Penelitian 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka 
penulis berencana akan melakukan penelitian mulai pada bulan 























A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar 
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 
Kota Makassar beralamatkan di Jalan Anggrek Raya Nomor 1 Kota 
makassar. Panwaslu Kota makassar adalah salah satu komisi 
penyelenggara pemilu yang bersifat ad.hoc dan tugas utamanya 
dalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan 
umum di kota Makassar. 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar terdiri 
atas Ketua, anggota dan Kepala sekretariat Panwaslu Kota 
Makassar. Panwaslu Kota Makassar memiliki tiga Divisi yang di 
kordinir oleh masing-masing komisioner anggota Panwaslu Kota 
Makassar:  
a. Divisi umum dikordinir lngsung oleh Ketua Panwaslu Kota 
Makassar yaitu Dr.Amir Ilyas.S.H.,M.H. 
b. Divisi penanganan dan tindak lanjut pelanggaran dikordinir 
oleh anggota Panwaslu Kota Makassar yaitu Agus 
Arief.S.H.,M.H. 
c. Divisi Pengawasan dikordinir oleh anggota Panwaslu kota 
Makassar yaitu Agus Salim.S.T. 
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d. Kemudian Sekrettariat Panwaslu Kota Makassar dikepalai 
oleh Iliyas Banu.S.sos. 
Dalam kepemimpinan Dr.Amir Ilyas.S.H.,M.H. Panwaslu kota 
Makassar dipercaya untuk menyelenggarakan 3 pngawasan dalam 
3 pemilihan yakni pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012/2013, pengawasan 
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar, dan 
Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. 
Panwaslu Kota Makassar karena bertempat dan bertugas 
serta menjalankan fungsi pengawasannya dikota Makassar, oleh 
karena itu Panwaslu Kota Makassar membawahi 14 belas Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu kecamatan) 
yakni : 
a. Panwaslu Kecamatan Biringkanaya. 
b. Panwaslu Kecamatan Tamalanrea. 
c. Panwaslu Kecamatan Panakukang. 
d. Panwaslu Kecamatan Manggala. 
e. Panwaslu Kecamatan Tamalate. 
f. Panwaslu Kecamatan Rappocini. 
g. Panwaslu Kecamatan Mariso. 
h. Panwaslu Kecamatan Mamajang. 
i. Panwaslu Kecamatan Makassar. 
j. Panwaslu Kecamatan Ujung Pandang. 
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k. Panwaslu Kecamatan Wajo. 
l. Panwaslu Kecamatan Tallo. 
m. Panwaslu Kecamatan Bontoala. 
n. Panwaslu kecamatan Ujung Tanah. 
 
2. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
Kepolisian Resort Kota Besar  Kota Makassar beralamatkan 
di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah 
hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar meliputi seluruh 
wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 km2 yang terdiri dari 14 
kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, 
Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, 
Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea) dan 143 kelurahan 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
Sumber Daya Alam dan binaan yang berada di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar (kota makassar) terdiri atas ; 
a. Sumber Daya Alam 
 Pertanian; 
 Perikanan; 
 Peternakan; dan 
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 Kerajinan Tangan. 
b. Sumber Daya Buatan 
 Kawasan Industri Makassar 
 Pabrik/Baja dan Minyak. 
Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar 
didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 
2010 tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 
tanggal 14 Juni 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. 
Kondisi Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar terdiri dari 
: MaKepolisian Resort Kota Besar  1 unit dan Polsek 12 unit dengan 
kekutan personil Polri saat ini terdiri dari Polri 2.305 orang dan PNS 55 
orang total Polri dan PNS = 2.360 orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota Besar  
Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf 
maupun pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil Kepala 
Kepolisian Resort Kota Besar disingkat WakaKepolisian Resort Kota 
Besar  
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
1. Bagian Operasional; 
2. Bagian Sumber daya; 
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3. Bagian Perencanaan; 
4. Seksi Pengawasan; 
5. Seksi Profesi dan Pengamanan; 
6. Seksi Keuangan; dan 
7. Seksi Umum. 
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
2. Satuan Intelijen Keamanan; 
3. Satuan Reserse Kriminal; 
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; 
5. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
6. Satuan Samapta Bhayangkara; 
7. Satuan Lalu Lintas; 
8. Satuan Pengamanan Objek Vital yang; 
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri 
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar; 
f. Satuan Narkoba; 
g. Satuan Kesamaptaan; 
h. Satuan lalu lintas; dan 
i. Satuan pengamanan objek vital. 
Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan 
kamtibmas yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi 
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polisional yang proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 
Besar  Makassar.” 
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas 
sebagai berikut : 
a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala 
bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme 
melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat dan 
berlanjut secara konsisten. 
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan terutama 
perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan jalanan ( Street 
Crime ). 
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi semua 
anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian 
Resort Kota Besar  Makassar. 
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam 
semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi seluruh 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar beserta keluarganya ) 
maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar ); dan 
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap 
masyarakat. 
 
B. Kedudukan Dan Peran Lembaga-Lembaga Terkait Dalam 
Melakukan Penerapan Hukum Dan Menyelesaikan Tindak 
Pidana Dalam Pemilukada. 
Dalam pemilihan umum kepala daerah, tugas pengawasan 
pelaksanaan rangkaian pemilihan diserahi kepada Badan 
Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), namun untuk membantu 
Bawaslu melakukan pengawasan ditiap-tiap daerah maka Bawaslu 
membawahi Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Bawaslu 
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Provinsi membawahi Panwaslu Kota atau Kabupaten yang berada 
ditingkat kota dan kabupaten. Tugas Bawaslu provinsi dan 
Panwaslu kota atau kabupaten yaitu sama-sama bertugas 
mengawasi jalannya rangkaian pemilihan umum, namun yang 
membedakan adalah ruang lingkup pengawasannya.  
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu 
dan Panwaslu didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI), hasil temuan pengawasan Bawaslu dan Panwaslu yang 
memiliki unsur pidana akan diajukan atau diteruskan ke POLRI 
apabila memenuhi unsur-unsur pemidanaan dan POLRI akan 
melanjutkan ketingkat penyidikan apabila unsur-unsur pemidanaan 
tersebut terbukti benar. 
Dengan demikian nampak jelas bahwa Bawaslu atau 
Panwaslu bersama-sama dengan POLRI memiliki peran penting 
sebagai Lembaga yang berperan dalam melaksanakan penerapan 
hukum dan menyelesaikan tindak pidana dalam pemilukada. 
 
1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada Oleh Panitia 
Pengawas Pemilu. 
Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
atas tindakan pidana pemilu adalah menindaklanjuti temuan, 
sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk 
dilaporkan kepada lembaga penegak hukum atau Kepolisian. Maka 
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terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu yang tidak dapat 
diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu melainkan oleh 
Kepolisian yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Dengan 
demikian, panitia pengawas tidak berwenang melakukan 
penyelidikan atau pun penyidikan tindak pidana pemilu. Jadi, yang 
mungkin dilakukan panitia pengawas pemilu adalah menerima 
laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian 
melanjutkannya kepada kepolisian 
Meski sesuai ketentuan tugas dan wewenang Panwas, 
hanya dalam bentuk laporan Panitia Pengawasan Pemilu ternyata 
lebih banyak laporan mengenai tindak pidana  pemilu yang 
diselesaikan oleh Panwaslu. Apakah yang dilakukan oleh Panwaslu 
dalam peraktiknya dalam menyelesaikan  laporan tindak pidana 
pemilu, sesuai laporan Panwaslu dapat diketahui bahwa dalam 
menghadapi berbagai macam sengketa Panwaslu bertindak sesuai 
isi kesepakatan bersama antara Panwaslu  dan Pihak Kepolisiaan. 
Apabila sengketa ini menyangkut ketentuan administratif dan tata 
cara pemilu, panwas akan menyelesaikan sendiri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika 
persengketaan itu menyangkut tindak pidanan pemilihan umum, 
panwas pertama-tama mempertemukan pihak-pihak yang 
bersengketa untuk dimediasi. Tujuan mempertemukan ini adalah 
untuk mencegah persengketaan yang timbul semata-mata karena 
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salah paham, salah informasi, dan salah menarik kesimpulan. Akan 
teteapi bila terdapat bukti awal yang memadai, Panwas 
meneruskan kasus ini kepada pihak Kepolisian sebagai lembaga 
penegak hukum untuk menyelidiki dan menyidik kasus dugaan 
tindak pidana pemilu itu. 
  
a. Temuan Pelanggaran 
Salah satu hasil pengawasan Panwas dapat berupa dugaan 
pelanggaran, temuan dugaan pelanggaraan meliputi hasil 
pengawasan berupa bukti awal dugaan pelanggaraan antaralain : 
a. Surat atau dukumen palsu 
b. Surat suara palsu 
c. Foto 
d. Kaset rekaman 
e. Dokumen elektronik 
f. Alat peraga kampanye 
g. Keterangan saksi    
 
b. Penanganan Laporan Dan Temuan 
a. Panwaslu mengkaji setiap laporan dan temuan yang 
diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau 
tidak menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh ) hari setelah 
laporan diterima. 
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b. Dalam hal Panwaslu memerlukan keterangan tambahan 
dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan 
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah 
laporan diterima. 
c. Dalam peroses pengkajian laporan dantemuan 
pelanggaran, panwaslu dapat meminta kehadiran 
pelapor, terlapor, saksi, dan/atau saksi ahliuntuk didengar 
keterangannya dan kelarifikasinya dibah sumpah. 
d. Panwaslu dilarang memutuskan suatu laporan adalah 
pelanggaran atau bukan pelanggaran pemilu sebelum 




























2. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada Oleh Lembaga 
Kepolisian. 
Berdasarkan Pasal 26 huruf a Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 
1999 dan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang Polisi 
berkaitan dengan laporan tindak pidna pemilu adalah menyelesaikan 
laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan melakukan 
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penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari tugas ini akan menentukan 
apakah laporantindak pidna pemilu itu dapat ditindaklanjuti ke 
Kejaksaan atau tidak. 
Dalam sistem peradilan pidana indonesia tugas utama dari 
Polisi adalah sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukan 
adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. 
Penyelidikan diartikansebagai serangkaian  tindakan  untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
gunan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, 
sementara penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Pada sistem peradilan pidana, Polisi bersifat penindakan atau 
represif seperti melakukan langkah-langkah tertentu berupa tindakan 
penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan  dan sebagainya. 
Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk 
menyelesaikan dengan efektif tiap-tiap perkara yang masuk di 
Kepolisian. Menurut hukum, polisi juga berwenang mengadakan 
penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut 
hukum. 
Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu,, sebenarnya tugas 
poliso sudah cukup terbantu karena perkara-perkara yang diterimanya 
sudah merupakan hasil penyaringan dari Panwaslu, Panwaslu sendiri 
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hanya menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah 
cukup bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu. 
 

















                                                             di-bimas-kan                    selesai 
 
                                                             Kurang bukti, bukan tindak pidana, 
                                                             Dan dihentikan demi hukum                      selesai 
 
Laporan Panwas            Polisi          Lebih tepat dengan ketentuan pidana lainnya 
 
                                                           Cukup bukti                                      Jaksa 
 
                                                                                                                 Pengadilan 
 
              Kurang bukti, bukan tindak pidana, ditutup demi hukum 
                                                                                                                                   selesai 
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C. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Gubernur Sulawesi Selatan Yang Dilakukan 
Oleh Pegawai Negeri Sipil 
 
1. Posisi Kasus 
Pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2012 di ruang pola 
Balaikota Makassar telah berlangsung kegiatan dengan agenda 
Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Honorer Untuk Perpanjanga Kontrak 
Terbatas (Honorer) masa kerja tahun 2013 kegiatan tersebut 
adalah agenda rutin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Makassar, acara tersebut dihadiri oleh Walikota makassar (Ilham 
Arief Sirajuddin), Asisten IV Pemerintahan Kota Makassar (Hj. 
Sittiara), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 
(Muhammad Kasim Wahab) dan Kepala Bidang Perencanaan dan 
Informasi Pegawai BKD Kota Makassar (Basri Rakhman). 
Pada saat itu pelaku Hj.Sittiara yang datang sebagai 
undangan karena berhubung pelaku adalah mantan Kepala BKD, 
maka pelaku diberikan kesempatan untuk memberikan pengaran 
kepada tenaga honorer mengenai peningkatan kinerja kerja. 
Namun dalam rekaman atau dokumentasi yang menjadi alat bukti 
oleh pihak Panwaslu Kota Makassar, pelaku Hj, Sittiara tidak 
memberikan pengarahan, sambutan, motifasi, dan materi yang 
berkaitan dengan agenda acara tersebut, melainkan pelaku 
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menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan adanya ajakan 
dan janji untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan 
wakil gubernur pada acara tersebut, sehingga pelaku diduga 
melakukan pelangaran tindak pidana pemilu karena kapasitas 
pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural 
sebagai asisten VI Pemerintahan Kota makassar melakukan 
kampanye diluar jadwal dan melakukan usaha-usaha yang dapat 
merugikan maupun menguntungkan salah satu pasang calon 
gubernur dan wakil gubernur. 
 
2. Kajian Panwaslu Kota Makassar Terhadap Dugaan 
Pelanggaran Pidana Pemilu Gubernur Sulawesi Selatan 
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil 
Adanya dugaan kampanye diluar jadwal berupa ajakan 
untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam acara 
pengumpulan tenaga Honorer di Lingkup Pemerintahan kota 
Makassar. 
Data : 
1. Pelaku : Dra.Hj. Sittiara. Msi 
2. Pekerjaan : Asisten IV Pemerintahan Kota Makassar 
3. Tanggal Laporan/Temuan : 30 Desember 2012 
4. Tanggal peristiwa : 29 Desember 2012 
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5. Bukti-bukti :  
 Dokumentasi Media 
 Rekaman suara yang diduga adalah pelaku 
 Keterangan saksi : 
a) Kepala bidang perencanaan dan 
informasi pegawai BKD Kota 
Makassar Bapak Basri Rakhman 
b) Kepala BKD Kota Makassar 
Drs.Muhammad Kasim Wahab 
 
Fakta : 
Adanya pertemuan dan pengumpulan tenaga honorer 
dilingkup pemerintah Kota Makassar di ruang Pola Balaikota 
Makassar pada tanggal 29 Desember 2012. 
 Keterangan : 
1. Kererangan Dra.Hj. Sittiara, Msi : 
a. Bahwa pelaku adalah merupakan pegawai negeri sipil 
dengan jabatan sebagao Asisten IV Pemerintah Kota 
Makassar. 
b. Bahwa pelaku membenarkan adanya pertemuan dan 
pengumpulan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kota 
Makassar di ruang Pola Balaikota Makassar pada tanggal 29 
Desember 2012. 
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c. Bahwa pelaku hadir pada kegiatan tersebut sebagai seorang 
undangan karena yang menjadi penyelenggara adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
d. Bahwa kegiatan tersebut merupakan acara BKD Kota 
Makassar dengan agenda Evaluasi Kinerja akhir tahun 
tenaga honorer untuk perpanjangan kontrak terbatas masa 
kerja tahun 2013. 
e. Bahwa pelaku menyebutkan yang hadir pada acara tersebut 
adalah kepala BKD Kota Makassar dan semua pejabat 
struktural BKD. 
f. Bahwa pelaku menyatakan tidak menyampaikan sambutan 
tetapi memberikan pengarahan kepada tenaga honorer 
mengenai kinerja, bahwa mereka itu di kontrak satu tahun 
makanya  dievaluasi untruk kontrak berikutnya jadi harus 
harusnya mereka memperlihatkan kinerja yang baik agar 
pemerintah Kota memperpanjang kontrak mereka tahun 
berikutnya. 
g. Bahwa pelaku menyampaikan yang mengangkat mereka 
adalah pemerintah Kota Makassar, pada saat itu pelaku baru 
memasuki ruangan semua peserta langsung menyambut 
saya dengan yel-yel penuh semangat sehingga pelaku 
menyampaikan pada mereka untuk tetap menjaga semangat 
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dan berterimakasih kepada Pak Ilham sebagai orang yang 
mengangkat mereka menjadi tenaga honorer. 
h. Bahwa pelaku menyatakan tidak pernah menyebutpasangan 
calon tetapi hanya menyebut Ilham Arif Sirajuddin dan 
pelaku tidak pernah menjanjikan sesuatu dan atau mengajak 
serta melakukan penandatanganan kepada para honorer. 
2. Keterangan Basri Rakhman : 
a. Bahwa saksi adalah seorang PNS dengan jabatan sebagai 
Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD 
Kota Makassar. 
b. Bahwa saksi membenakan adanya pertemuan dan 
pengumpulan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kota 
Makassar pada tanggal 29 Desember 2012. 
c. Bahwa menurut saksi kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
dibidang yang saksi pimpin sehingga saksilah yang menjadi 
penanggungjawab pada kegiatan tersebut. 
d. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam 
rangkan untuk evaluasi tahunan kinerja pegawai kontrak dan 
memberikan informasi kepada pegawai kontrak mengenai 
rencana perpanjangan kontrak yang terkait kedisiplinan 
maupun strategi peningkatan kinerja. 
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e. Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah Walikota 
Makassar, Asisten IV Pemerintah Kota Makassar, Kepala 
BKD Kota makassar. 
f. Bahwa yang memberikan sambutan pada acara tersebut 
adalah Kepala BKD, kemudian Asisten IV Kota Makassar 
yang tidak memberikan sambutan sesuai materi yang 
seharusnya dia bawakan karena keluhannya mengenai 
kondisi forum yang ribut kemudian ditutup dengan arahan 
dari bapak Wakli Kota Makassar Mengenai motivasi dan 
penigkatan kinerja sekaligus pamit kepada para honorer di 
pemerintah Kota Makassar. 
g. Bahwa menurut saksi ibu Sittiara dijadikan pemateri karena 
beliau merupakan mantan Ketua BKD sehingga dihadirkan 
sebagai narasumber untuk memberikan motivasi kepada 
honorer dalam rangka peningkatan kerja 
h. Bahwa saksi menyatakan tidak terlalu mendengar secara 
spesifik pada saat ibu sittiara menjadi narasumber ada 
arahan yang mengarahkan ke konteks pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur 
i. Bahwa menurut saksi tidak ada secarajelas dalam sambutan 
ibu Sittiara untuk mengajak memilih pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur. 
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j. Bahwa saksi mempunyai bukti undangan mengenai kegiatan 
tersebut yang bukan merupakan kegiatan mobilisasaai 
massa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 
k. Bahwa menurut saksi kegiatan tersebut sama sekai tidak 
ada maksud untuk memobilisasi massa dalam rangka 
pemilikada Gubernur dan wakil Gubernur dan tidak mungkin 
kegiatan tersebut akan dijadwalkan dan dilakukan selama 
lebih dari sekali apabila tujuannya adalah untuk mobilisasi 
massa. 
3. Keterangan Muh.Kasim Wahab : 
a. Bahwa saksi adalah seorang PNS dengan jabatan sebagai 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
b. Bahwa saksi membenarkan adanya pertemuan dan 
pengumpulan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kota 
Makassar diruang Pola Balaikota Makassar pada tanggal 29 
Desember 2012. 
c. Bahwa menurut saksi kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
di BKD Kota Makassar yang saksi pimpin sehingga saksilah 
yang menjadi penanggungjawab pada kegiatan tersebut. 
d. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam 
rangka untuk evaluasi tahunan kinerja kerja pegawai kontrak 
dan memberikan informasi kepada pegawai kontrak 
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mengenai rencana perpanjangan kontrak yang terkait 
kedisiplinan maupun strategi peningkatan kerja. 
e. Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah Walikota 
Makassar, Asisten IV Pemerintah Kota Makassar dan panitia 
dari BKD Kota Makassar. 
f. Bahwa saksi menyampaikan sambutan pada kegiatan 
tersebut sekaligus sebagai sambutan pembuka pada acara 
tersebut. 
g. Bahwa yang menjadi pokok sambutan saksi adalah 
mengenai evaluasi disiplin kerja dan strategi peningkatan 
kinerja kepada para tenaga honorer tanpa menyinggung 
mengenai persoalan politik serta tidak adanya ajakan 
ataupun menjanjikan sesuatu 
h. Bahwa ibu Sittiara bukan menyampaikan sambutan tetapi 
menjadi narasumber pada acara tersebut dan materi yang 
disampaikan adalah mengenai disiplin kerja pegawai dan 
dalam kapasitas beliau sebagai mantan Kepala BKD Kota 
Makassar. 
i. Bahwa menurut saksi pada saat ibu Sittiara menyampaikan 
materi, saksi tidak berada diruangan tersebut sehingga 




Kajian kasus : 
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 3 : dalam kedudukan 
dan tugas, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua 
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Fakta : ibu Dra.Hj. Sittiara adalah seorang Pegawai Negeri Sipil 
yang menjabat sebagai Asisten IV Pemerintahan Kota Makassar 
memberikan sambutan pada Pertemuan dan Pengumpulan 
Tenaga Honorer Lingkup Pemerintah Kota Makassar di ruang 
Pola Balaikota Makassar pada tangga 29 Desember 2012 yang 
berdasarkan fakta dan alat bukti rekaman yang di miliki oleh 
Panwaslu Kota Makassar, terduga pelaku diduga 
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan adanya 
ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur pada acara tersebut, sehingga patut diduga 
bahwa berdasarkan fakta tersebut membuat posisi Dra.Hj. 
Sittiara sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak netral dari 
pengaruh kelompok atau golongan tertentu. 
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80: “Pejabat 
Negara, Pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri 
dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau 
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasang calon selama masa kampanye”. 
a. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional 
dalam jabatan negeri dan kepala desa. 
Fakta: Ibu Dra.Hj. Sittiara adalah Pegawai Negeri Sipil 
dengan jabatan sebagai Asisten IV Pemerintah Kota 
Makassar (unsut tersebut terpenuhi). 
b. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan. 
Fakta: adanya bukti rekaman sambutan terduga pelaku 
pada kegiatan tersebut yang menyampaikan hal-hal yang 
berhubungan dengan adanya janji dan ajakan untuk 
memilih salah satu pasang calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur (unsur tersebut terpenuhi). 
c. Unsur menguntungkan dan/atau merugikan pasang 
calon. 
Fakta: bahwa dalam sambutan terduga pelaku yang 
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan 
adanya janji dan ajakan untuk memilih salah satu 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 
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kegiatan tersebut patut di duga menguntungkan dan/atau 
merugikan pasangan calon (unsur tersebut terpenuhi). 
d. Unsur dilakukan selama masa kampanye. 
Fakta: bahwa tindakan ini dilakukan bukan pada tahapan 
kampanye sesuai yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan (unsur tersebut tidak terpenuhi). 
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Derah Pasal 116 Poin (1). “Setiap orang dengan 
sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasang calon 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau 
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp.100.000 (sratus ribu) atau paling banyak 1.000.000 (satu 
juta rupiah). 
a. Unsur setiap orang 
Fakta: bahwa dalam kegiatan ini ibu Dra.Hj. Sittiara 
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat 
sebagai Asisten IV Pemerintah Kota Makassar 
memberikan sambutan pada pertemuan dan 
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pengumpulan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kota 
Makassar di ruang Pola Balaikota Makassar pada tanggal 
29 Desember 2012. Yang berdasarkan fakta dan alat 
bukti rekaman yang dimiliki oleh Panwaslu Kota 
Makassar menyampaikan hal-hal yang berhubungan 
dengan adanya ajakan untuk memilih salah satu 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (unsur 
terpenuhi). 
b. Unsur dengan sengaja 
Fakta: bahwa dari keterangan para saksi dan terduga 
yang telah diminta kelarifikasi membenarkan adanya 
pertemuan dan sambutan yang dilakukan oleh terduga 
ibu Sittiara sebagai Asisten IV Pemerintah Kota Makassar 
pada kegiatan tersebut, yang mana berdasarkan fakta 
dan alat bukti rekaman yang dimiliki oleh Panwaslu Kota 
Makassar terduga pelaku diduga menyampaikan hal-hal 
yang berhubungan dengan ajakan untuk memilih salah 
satu pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (unsur 
terpenuhi). 
c. Unsur kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan 
KPUD untuk masing-masing pasang calon. 
Fakta: berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
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terakhir kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
Pasal 75 ayat (2) bahwa yang dimaksud masa kampanye 
adalh 14 (empat belas) hari sesuai tahapan yang 
ditetapkan KPUD maka selain waktu yang ditetapkan 
tersebut dikategorikan di Luar jadwal. Terduga pelaku 
melakukan perbuatan tersebut sebelum masa kampanye 
yang ditetapkan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 
mulai tanggal 5-19 Januari 2013 (unsur terpenuhi). 
4. Bahwa berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil pasal 4 poin (15) : 
Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: 
a. Mengunakan fasilitas yang ,terkait dengan jabatan dalam 
kegiatan kampanye. 
b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon selama masa kampanye. 
c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelumnya, selama, dan sesudah mas 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
81 
Fakta: bahwa pada kegiatan tersebut ibu Dra.Hj.Sittiara yang 
merupakan Asisten IV Pemerintah Kota Makassar 
menyampaikan sambutan yang berdasarkan fakta dan alat 
bukti rekaman yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Makassar 
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan adanya 
janji dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pasal 4 poin (15) 
bagian c “mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertmuan, ajakan, himbauan, seruan, 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, angota keluarga, dan masyarakat” (unsur 
terpenuhi). 
 
3. Kajian Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Terhadap 
Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Gubernur Sulawesi 
Selatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran temuan Panwaslu 
Kota Makassar No. Tmn-09/Panwaslu-Mks/I/2013 menyimpulkan 
berdasarkan hasil kajian bahwa: 
1. Berdasarkan fakta dn keterangan serta bukti-bukti, 
pelaku dalam hal ini Dra.Hj.Sittiara,M.si. (Asisten IV 
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Pemerintah Kota Makassar) patut diduga melakukan 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
Pelanggaran Pemilukada yaitu kampanye diluar jadwal. 
2. Dra.Hj.Sittiara,M.si. (Asisten IV Kota Pemerintah Kota 
Makassar) telah melakukan perbuatan yang tidak netral 
sebagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut maka 
Panwaslu Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 15 
Tahun 2011 tantang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 77 ayat (1) 
huruf e bahwa salah satu tugas dan wewenang Panwaslu Kota 
adalah meneruskan temuan danlaporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang Jo Pasal 77 ayat 
(2) huruf b bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kab/Kota dapat memberikan 
rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 
terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu. 
Dengan demikian Panwaslu Kota Makassar 
merekomendasikan temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-
Mks/XII/2012 untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang 
yaitu Kepolisian Negara Repoblik Indonesian, dalam hal ini temuan 
tersebut diteruskan kepada Polrestabes Makassar. 
Namun dalam kenyatannya temuan dugaan pelanggaran  
dari pihak Panwaslu Kota Makassar yang diteruskan kepada 
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instansi yang berwenag yaitu Polerstabes Kota Makassar 
dikembalikan Kepihak Panwaslu Kota Makassar dikarenakan tidak 
cukupnya bukti yang di sediakan oleh pihak Panwaslu Kota 
Makassar. Merutut keterangan AKP Ariffudin selaku salah satu 
angota tim yang menangani tindak pidana pemilukada, 
menerangkan bahwa pada saat temuan dugaan pelanggaran 
Panwaslu Kota Makassar digelar di Panwaslu Kota Makassar, 
temuan yang telah direkomendasikan tersebut ditolak oleh pihak 
Kepolisian untuk ditindaklanjuti ketahap penyelidikan dikarenakan 
kurang cukupnya alat bukti dalam temuan dugaan pelanggaran 
pidana pemilu yang dilakukan oleh terduga Dra.Hj.Sittiara selaku 
Asisten IV Pemerintah Kota Makassar, kurangnya alat bukti yang 
dimaksud adalah ketidak hadiran terduga pelaku Dra.Hj.Sittiara 
dalam gelar temuan di Panwaslu Kota Makassar, sehingga 
rekomendasi temuan pelanggaran pidana pemilu dihentikan dan 
tidak diteruskan ketahap penyelidikan oleh pihak Kepolisian. 
Dengan dihentikannya dan tidak ditindaklanjutinya ke tahap 
penyelidikan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar Rekomendasi 
temuan Panwaslu Kota Makassar dengan No. Tmn-09/Panwaslu-
Mks/XII/2012, maka pihak Kepolisian Kota Makassar menyimpulkan 
bahwa tidak ada pelanggaran dan tindak pidana Pemilukada yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum 
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Kepala Daerah Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012/2013 dalam 
lingkup Kota Makassar. 
 
4. Analisis Penulis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana 
Pemilu Gubernur Sulawesi Selatan Yang Dilakukan Oleh 
Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada Pasal 80 berbunyi : 
“Pejabat Negara, Pejabat struktural dan Fungsional dalam 
jabatan egeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye” 
Pasal 80 tersebut merujuk pada sanksi pidana yang tertuang 
dalam Pasal 116 ayat (4), yang berbunyi demikian: 
“Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional 
dalam jabatan negeri dan kepala desa yang sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 




a. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan fungsional 
dalam jabatan negeri dan kepala desa terpenuhi karena 
terduga pelaku Dra.Hj.Sittiara.M.si adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang menjabata Sebagai Asisten IV Pemerintah Kota 
Makassar. 
b. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan 
terpenuhi karena dalam rekaman alat bukti yang dimiliki 
Panwaslu kota makassar Pelaku di duga melakukan 
tindakan seperti menjanjikan dan mengajak untuk 
mendukung salah satu pasang calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur. 
c. Unsur menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon 
terpenuhi karena dalam kegiatan tersebut terduga pelaku 
diduga mengajak untuk mendukung salah satu pasang calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga patut diduga bahwa 
kegiatan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan 
salah satu pasang calon. 
d. Unsur dilakukan selama masa kampanye tidak terpenuhi 
karena kegiatan yang diduga menjadi tempat bagi terduga 
pelaku untuk melakukan tindakan tersebut terjadi pada 
tanggal 29 Desember 2012, sedangkan jadwal kampanye 
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yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi Sulawesi Selatan 
tertanggal mulai dari tanggal 5 sampai 19 Januari 2013. 
e. Unsur sengaja melanggar ketentuan sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 80 tidak terpenuhi, meskipun terduga 
pelaku adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai 
Asisten IV Pemerintahan Kota Makassar, dalam rekaman 
alat bukti yang dimiliki oleh Panwaslu kota Makassar, Pelaku 
diduga melakukan tindakan atau hal-hal seperti menjanjikan 
dan mengajak orang lain untuk mendukung salah satu 
pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga 
kegiatan tersebut diduga dapat menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasang calon. Namun tindakan 
terduga pelaku tersebut dilakukan diluar jadwal kampanye 
sehingga unsur sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 
80 tidak trpenuhi. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada Pasal 116 poin (1) berbunyi : 
“setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye diluar 
jadwal yang telah ditetapkan KPUD untuk masing-masing 
pasangan calon sebagaimana dimaksud dala Pasal 75 ayat (2) 
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diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari 
atau paling lama 3(tiga) bulan dan/atau dendan paling sedikit 
Rp.100.000 atau paling banyak Rp.1.000.000”. 
a. Unsur setiap orang terpenuhi bahwa dalam kegiatan ini 
ibu Dra.Hj. Sittiara adalah seorang Pegawai Negeri Sipil 
yang menjabat sebagai Asisten IV Pemerintah Kota 
Makassar memberikan sambutan pada pertemuan dan 
pengumpulan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kota 
Makassar di ruang Pola Balaikota Makassar pada tanggal 
29 Desember 2012. Yang berdasarkan fakta dan alat 
bukti rekaman yang dimiliki oleh Panwaslu Kota 
Makassar menyampaikan hal-hal yang berhubungan 
dengan adanya ajakan untuk memilih salah satu 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 
b. Unsur dengan sengaja terpenuhi bahwa dari keterangan 
para saksi dan terduga yang telah diminta kelarifikasi 
membenarkan adanya pertemuan dan sambutan yang 
dilakukan oleh terduga ibu Sittiara sebagai Asisten IV 
Pemerintah Kota Makassar pada kegiatan tersebut, yang 
mana berdasarkan fakta dan alat bukti rekaman yang 
dimiliki oleh Panwaslu Kota Makassar terduga pelaku 
diduga menyampaikan hal-hal yang berhubungan 
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dengan ajakan untuk memilih salah satu pasang calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur. 
c. Unsur kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan 
KPUD untuk masing-masing pasang calon terpenuhi 
karena berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
Pasal 75 ayat (2) bahwa yang dimaksud masa kampanye 
adalh 14 (empat belas) hari sesuai tahapan yang 
ditetapkan KPUD maka selain waktu yang ditetapkan 
tersebut dikategorikan di Luar jadwal. Terduga pelaku 
melakukan perbuatan tersebut sebelum masa kampanye 
yang ditetapkan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 
mulai tanggal 5-19 Januari 2013. 
 
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sulawesi Selatan 
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Sulawesi Selatan 
sangat mencederai perjalanan berdemokrasi bangsa ini di satu sisi 
juga mencoreng sikap netral Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya 
jauh dari pengaruh politik, hal ini dapat mengakibatkan kinerja 
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Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya megayomi dan melayani 
masyarakat tanpa memperhatikan kelompok dan golongan menjadi 
Pegawai Negeri Sipil yang melayani kelompok-kelompok dan 
mengabaikan kepentingan publik atau masyarakat umum. 
Hal ini jelas didasari atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
menurut penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
terjadinya tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah Gubernur 
Sulawesi Selatan yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu : 
1. Aturan Perundang-Undangn yang mengatutur mengenai sanksi 
tindak pidana pemilu bagi Pegawai negeri sipil yang melakukan, 
tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak 
dapat menjadi contoh peringatan bagi PNS yang lain. Contoh 
dalam temuan Panwaslu kota Makassar terduga pelaku Ibu 
Dra.Hj.Sittiara yang Diduga melakukan  perbuatan yang 
dikategorikan sebagai pelanggaran pemilukada, kampanye 
diluar jadwal yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 
atau paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi ini 
tertuang dalam Pasal 116 poin (1) UU No.32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir 
pada UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut 
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penulis sanksi penjara dalam Undang-Undang ini terbilang 
ringan juga denda yang diberikan terbilang sedikit sehingga 
tidak memberikan efek jera bagi PNS yang menjadi  pelaku 
tindak pidana pemilu dan tidak dapat menjadi peringatan bagi 
PNS yang lain. 
2. Lemahnya Undang-Undang dalam hal ini yang mengatur 
tentang ruang lingkup pengawasan maupun jangka waktu 
pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 75 ayat (1) huruf a 
angka 2,3 dan 4 yang berbunyi. Tugas dan wewenang Bawaslu 
provinsi adalah mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu 
diwilayah provinsi yang meliputi:  
Angka (2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan 
tata cara pencalonan anggota Dewan perwakilan Rakyat 
Daerah provinsi, dan pencalonan Gubernur. 
Angka (3) proses penetapan calon anggota Dewan perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon 
Gubernur. 
Angka (4) penetapan calon Gubernur.  
Setelah penulis menganalisis ternyata dalam aturan Perundang-
Undangan diatas tidak ada aturran yang memisahkan secara 
spesifik antara Bakal calon Gubernur dan Calon Gubernur, 
91 
selain itu apabila dicermati dengan baik Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum mulai dapat melaksanakan tugas 
pengawasannya terkait pengawasan terhadap bakal calon 
Gubernur adalah pada saat tahapan Pencalonan Gubernur. 
Mengapa penulis memisahkan antara bakal calon Gubernur dan 
calon Gubernur karena perlu diketahui peluang terjadinya 
pelanggaran pidana pemilu bukan saja terjadi pada saat 
seseorang telah berstatus sebagi calon Gubernur tetapi juga 
dapat terjadi padasaat seseorang masih bersatus sebagai bakal 
calon Gubernur, bahkan peluang untuk melakukan pelanggaran 
pidana Pemilu lebih besar pada saat masih berstatus sebagai 
bakal calon Gubernur, karena selain terbatasnya Pengawasan 
Panwaslu Terhadap bakal Calon Gubernur, selain itu dalam 
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 
No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang 
memuat tentang sanksi pidana pelanggaran Pemilkada, dalam 
ayat-ayat yang mengandung sanksi pidana tidak pernah 
menyebutkan sanksi bagi bakal calon Gubernur melainkan 
menyebutkan sanksi bagi calon Gubernur, sedangkan kalu 
dicermati dengan baik seseorang dikatakan sebagai calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah padasaat Penetapan 
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Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, padahal pelanggaran 
Tindak pidana Pemilu Rentan terjadi sebelum Penetapan Calon 
Gubernur, hal ini dikarenakan apabila salah satu atau lebih 
Bakal Calon Gubernur melakukan pelanggaran pidana Pemilu 
pada saat sebelum Penetapan Calon Gubernur maka Bakal 
Calon Tersebut tidak dapat dikenakan Sanksi pidana Pemilkada. 
Oleh karena itu penulis berangapan bahwa terjadi Kelemahan 
terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang jangka waktu 
Pengawasan Panwaslu terhadap calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur dan juga kelemahan terhadap Undang-Undang Terkait 
pemberian Sanksi kepada pelanggar pidana Pemilihan Kepala 
Daerah sehingga Kelemahan ini menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana Pilkada. 
3. Belum siapnya beberapa intstrumen penegak hukum untuk 
bersikap profesional dan membangun komitmen untuk 
menegakan aturan-aturan terkait tindak pidana pemilu yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil contohnya dalam temuan 
Panwaslu Kota Makassar dugaan tindak pidana pemilu kada 
yang dilakukan oleh  PNS tidak diteruskan ketahap penyelidikan 
oleh pihak Kepolisian, melainkan dugaan tindak pidana 
dihentikan karena tidak hadirnya terduga Dra.Hj.Sittiara saat 
temuan dugaan pelanggaran digelar diPanwaslu Kota Makassar 
bersama-sama dengan pihak kepolisian, menurut keterangan 
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AKP Ariffudin ketidak hadiran pelaku saat itu sehingga temuan 
dugaan tindak pidana pemilu dari panwas dianggap tidak cukup 
bukti oleh pihak Kepolisian. Namun faktanya bukti-bukti berupa  
yang disediakan oleh pihak Panwaslu Kota Makassar cukup 
untuk diteruskannya dugaan ini ke tahap penyelidikan misalnya 
seperti Dokumentasi media dan rekaman suara terduga pelaku.  
Menurut penulis, polisi tetap dapat melakukan penyelidikan 
berdasarkan temuan atau keterangan panwaslu kota makassar 
karena mengingat salah satu tugas utama polisi adalah 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu dugaan 
tindak pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana untuk diteruskan ketahap penyidikan sedangkan 
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang bertujuan untuk membuat 
terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan 
tersangkanya, kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali 
harus dilalui dalam proses peradilan pidana dapat melakukan 
tindakan memaksa seperti penahanan, pengeledahan dan 
penyitaan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah 
dilakukan. Sebenarnya hal seperti ini dapat dilakukan oleh pihak 
Kepolisian yang menerima rekomendasi dugaan tindak pidana 
pemilu yang diduga dilakukan oleh terduga Dra.Hj.Sittiara, 
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karena menurut penulis pada sistem peradilan pidana Polisi 
bersifat penindakan atau represif seperti dapat melakukan 
langkah-langkah tertentu selain penyelidikan dan penyidikan 
seperti penangkapan, penahanan dan sebagainya, tindakan ini 
dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk 























Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala 
Daerah Gubernur Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pegawai 
Negeri sipil yang terjadi di Kota Makasar sudah tepat 
mengunakan Pasal 80 dan Pasal 116 point (1) Undang-Undang 
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 
12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sangat 
disesalkan karena temuan dugaan tindak pidana Panwaslu Kota 
Makassar yang mengunakan Undang-Undang tersebut tidak 
diteruskan oleh pihak Kepolisaian Makassar dikarenakan tidak 
hadirnya terduga pelaku dalam gelar temuan di Panwaslu Kota 
Makassar sehingga temuan tesebut dihentikan dan tidak 
ditindaklanjuti karena dianggap kurang cukup bukti oleh pihak 
Kepolisaian Kota Makassar 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
pemilihan Kepala Daerah gubernur Sulawesi Selatan yang 
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dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah aturan 
perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi instrumen 
hukum yang dapat ditakuti ternyata kurang memberikan efek jera 
terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan tidak dapat  menjadi 
peringatan bagi orang lain khususnya PNS untuk tidak 
melanggar. Disamping itu terdapat Kelemahan dalam Undang-
Undang yang mengatur tentang jangka waktu pengawasan 
Panwaslu terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 
juga terdapat Kelemahan dalam Undang-Undang yang mengatur 
tentang sanksi Pelanggaran Pidana Pilkada. Selain itu adanya 
beberapa aparat penegak hukum yang belum siap bersikap 
profesional dan berkomitmen dalam menerapkan aturan-aturan 
terkait tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penulisan skripsi 
ini adalah :  
1. Seharusnya rekomendasi temuan oleh Panwaslu Kota Makassar  
No: Tmn-09/Panwaslu-Mks/XII/2012 tetap ditindaklanjuti oleh 
pihak Kepolisian Makassar walau pun dalam gelar temuan 
pelangaran pidana di Panwaslu Kota Makassar tidak dihadiri oleh 
terduga pelaku namun bukti-bukti dari panwas berupa 
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dokumentasi media dan rekaman suara terduga pelaku tetap 
dijadikan pertimbangan untuk meneruskan Temuan pelanggaran 
tersebut, mengingat tugas dan wewenang Kepolisian adalah 
melakukan pemyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak 
pidana. 
2. Kedepannya penulis mengharapkan adanya Undang-Undang 
atau aturan yang mengatur keras tentang sanksi tindak pidana 
pemilihan umum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
mengingat lemahnya aturan-aturan yang mengatur tentang 
sanksi pidana terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan 
pelanggaran pemilihan umum, karena tidak dapat dipungkiri 
dalam Pasa 3 ayat (1) Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang 
pokok-pokok kepegawaian menjelaskan posisi Pegawai Negeri 
Sipil sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam 
penyelenggaran tugas dan negara, pemerintahan dan 
pembangunan, sihingga dapat disimpulkan bahwa posisi pegawai 
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